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PERAN BPJS KESEHATAN DALAM
MEWUJUDKAN HAK ATAS
PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT
DENGAN PANDEMI COVID-19 DJ
INDONESIA

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H M.Hum®"

ABSTRAK

“znelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran BPJS
zsehatan dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat,
-0 untuk mengetahui sejauh mana BPJS Kesehatan berperan dalam
-andemic Covid 19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan,
Tmenggunakan socio-legal research, jenis data adalah data primer dan
“2ta sekunder, data primer diambil dari lapangan melalui wawancara,
uestioner dan observasi partisipatif, data sekunder diambil dari
“epustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Teknik
sengumpulan data menggunakan purposive sampling. Pengolahan
Zata dilakukan dengan editing, coding, katagori untuk klasifikasi
awaban dan tabulasi. Analisis data bergerak dalam 3 siklus yaitu
reduksi data, penyajian data dan simpulan Hasil penelitian: Peran BPJS
dalam mewujudkan pelayanan kesehatan, adalah mewujudkan hak
afas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia yang meliputi
WNI dan WNA yang terdaftar dalam BPJS, BPJS dalam mewujudkan
XN dalam Tingkat Pertama dan Rujukan Tingkat Lanjut, sedangkan
peran BP]S dalam pandemi covid 19 berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis
Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging

Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan

661 Fakultas Hukum Universitas Da:

rul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS), Ungaran, Indonesia
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Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa BPJS
Kesehatan bertugas dalam melakukan pengelolaan dan verifikasi klairs
dari rumah sakit, karena biaya pelayanan Kesehatan terkait COVID-12
ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Kata kunci : Peran, BPJS Kesehatan, pandemi COVID-19

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus
diwujudkan oleh negara. Oleh pemerintah, hak ini diwujudkan dengan
membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pengelolaan dan penyelenggaraan SJSN
sebelumnya didelegasikan kepada empat Badan Usaha Milik Negarz
(BUMN), yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformas:
kelembagaan dari PT Asuransi Kesehatan Nasional (ASKES) yang
sebelumnya ditunjuk untuk melakukan program jaminan kesehatan
Program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan,
yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) telah melanda dunia.
Pandemi ini terjadi sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, China yang
kemudian tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyakit
COVID-19 ditimbulkan oleh virus nCoV-19, virus yang berfamili sama
dengan virus-virus infeksius yang pernah mewabah sebelumnya sepert:
(SARS) dan Middle East Respiration Syndrome (MERS). Virus tersebut
ditularkan melalui droplet dan aerosol. Penyakit COVID-19 terutama
mengenai paru-paru dan menimbulkan gejala yang menyerupai
flu. Tetapi, pada beberapa pasien, terutama yang memiliki penyakit
komorbid atau penyakit penyerta, penyakit ini dapat menimbulkan
penyakit paru-paru berat hingga meninggal.

Hingga saat ini, pandemic COVID-19 di Indonesia masih belum
menunjukkan penurunan. Sampai dengan tanggal 18 Januari 2021,
Indonesia sudah melaporkan 917.015 kasus konfirmasi COVID-19 dari
ke-34 Provinsi yang ada di Indonesia, dimana penambahan kasus

600 | Pemberdayaan Hukum, Kebijakan Publik Dan Pemenuhan Hak
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wonfirmasi setiap harinya mencapai titik tertinggi pada tanggal 16
snuari 2021 sebanyak 14.226 kasus konfirmasi baru. Dari jumlah

“nyatakan sembuh, sementara 26.282 pasien meninggal dunia.®

COVID-19 menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan
masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-OVID-19 menimbulkan peningkatan kebutuhan masyarakat akan
selayanan kesehatan, terutama berkaitan dengan pemeriksaan labora-
‘orium dan perawatan pasien penderita COVID-19, yang tentunya
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. BPJS Kesehatan sebagai badan
senyelenggara JKN dianggap sebagian masyarakat seharusnya dapat
membantu meringankan beban biaya pelayanan kesehatan, terutama
Zalam masa pandemic COVID-1g.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah peran BPJS Kesehatan dalam mewujudkan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat?
2. Sejauh mana BPJS Kesehatan berperan dalam pandemic COVID-19?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian, dilihat cara pendekatannya, penelitian ini
menggunakan perpaduan antara pendekatan doctrinal dan pendekatan
non-doctrinal, yaitu socio-legal research.® Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, yang didapatkan secara
langsung dengan hasil wawancara dan observasi partisipatif, dan data
sekunder yang diambil dari data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan
di Semarang. Pengumpulan data pada studi lapangan menggunakan
wawancara yang mendalam (depth interview) dengan berpedoman

662 Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peta Sebaran COVID-19. Diakses tanggal 18
Januari 2021. https:/ /covid19.go.id / peta-sebaran-covid19

663 A. Strauss dan J. Corbin. Basic of Qualitative Research : Grounded Theory and
Technique. Sage Publishing Inc, California. 1990. Hal 12.
Periksa juga Burgess dalam J. Branen Memadu Metode Penelitian. Penerbit Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. 1977. Hal 20.

Pelayanan Kesehatan Terkait Dengan Pandemi Covid-19 Di Indonesia | 601




- Kontruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik -

pada kuesioner terbuka untuk menggali data selengkap-lengkaps
dan observasi partisipatif, yaitu pengamatan atas sikap, periizi.
situasi dalam struktur komunitas masyarakat. Pada studi kepustakaas
pengumpulan data dilakukan untuk menelaah bahan yang berka o
dengan hukum kesehatan khususnya mengenai COVID-19 dan &¢
Kesehatan. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan car
lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan langkah-langea:
editing, coding, membuat kategori untuk klasifikasi jawaban, tabu'as
sebagai kerangka analisis data.®%¢ Analisis penelitian ini mengguna«as
tipe Strauss dan Corbin®®, yang menginstruksikan agar analisis ¢
kualitatif dilakukan semenjak dari lapangan. Dalam langkah pragma:
analisis data penelitian ini akan dilakukan mengikuti model interacs
yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles dan A. Michael Huberma=
yang mensyaratkan bahwa penelitian bergerak pada 3 siklus kegiztas

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan zt2.
verifikasi.

D. Pembahasan

1. Peran BPJS Kesehatan dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatas
bagi Masyarakat

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakas
program jaminan sosial. Lembaga ini merupakan lembaga independes
yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPJS dibenti:
pada tahun 2011 seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nom«
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sebaza
upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentass
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebelum terbentuknya B¥:

penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh empat BUM!

664 Sutandyo Wignyosoebroto. Pengolahan dan Analisis Data. Dimuat dzlas
Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jaka=
1997. Hal 270-291

665 A. Strauss dan J. Corbin. 1990. Op cit. Hal 19

666 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. UI Tr
Jakarta. 1992.
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"1 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), PT Dana Tabungan
= Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), PT Asuransi Sosial Angkatan
“wrsenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Asuransi Kesehatan
- sional (ASKES). JAMSOSTEK menyelenggarakan program jaminan
wwal tenaga kerja sebagaimana tercantum pada Undang-Undang
““mor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi
~#nan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
7 tua, dan jaminan kematian bagi seluruh tenaga kerja swasta.
““SPEN menyelenggarakan program pension pegawai dan pension
“nda/duda sebagai jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
“=ieran, Perintis Kemerdekaan dan Pensiunan Anggota TNI / POLRI. PT
““ABRIASABRImenyelenggarakan programjaminansosial bagi anggota
~WI/POLRI dan keluarganya. Terakhir, PT ASKES menyelenggarakan

“FoeIapa program jaminan kesehatan, antara lain Program Askes
£ sial, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program

“minan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), Program Jaminan
‘e#sehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) dan Program
«minan Kesehatan Utama (Jamkestama) 67

BP]Smerupakan transformasikelembagaan keempatBUMNtersebut
“an terbagi menjadi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“ndang-Undang BPJS menunjuk PT JAMSOSTEK untuk bertransformasi
“=njadi BPJS Ketenagakerjaan, dan PT ASKES bertransformasi menjadi
*71S Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan
s7ogram jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, prog-
““m jaminan pension dan program jaminan hari tua. Sementara BPJS
‘esehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Tugas BPJS secara garis besar menurut Undang-Undang Nomor 24
=aun 2011 tentang BPJS adalah melakukan pengelolaan administrasi
“eserta BPJS, pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS), serta memberikan
“formasi kepada peserta mengenai penyelenggaraan program Jaminan
“osial yang dilakukan. Pengelolaan administrasi yang dimaksud mulai
-ari pendaftaran peserta, pengumpulan dan pengelolaan data peserta

*" Jaminan Sosial Indonesia. Regulasi Program Askes. http:/ /www jamsosindonesia.
com/prasjsn/askes/regulasi
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BPJS. Sementara, pengelolaan DJS dilakukan mulai dari penerimaan
iuran, baik iuran bulanan dari Peserta dan Pemberi Kerja hingga
Bantuan Iuran dari Pemerintah, hingga pengelolaan Dana Jaminan
Sosial yang terkumpul, termasuk diantaranya membayarkan manfaat
dan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Sosial sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk
untuk melaksanakan program jaminan kesehatan menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam program ini, seluruh warga negara Indonesia serta warga
negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan wajib didaftarkan
sebagai peserta JKN. Hal ini berbeda dibandingkan dengan program
jaminan kesehatan yang sebelumnya dilakukan oleh PT ASKES,
terutama pada program PJKMU. Dalam PJKMU, warga negara Indonesia
yang bukan tergolong pekerja ataupun pemberi upah tidak wajib
mengikuti program Jamkesmas melainkan hanya bersifat sukarela.
JKN mewajibkan seluruh warga negara menjadi peserta sebagai upaya
mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh
warga negara Indonesia.

Kepesertaan BPJS terbagi menjadi 3, yaitu Pekerja Penerima Upah
(PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP),
dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). PPU didaftarkan secara kolektif
melalui tempat dimana ia bekerja, dan mendapatkan jaminan terhadap
dirinya dan keluarganya. Keluarga yang dimaksud yaitu suami atau
istri serta tiga orang anak yang masih menjadi tanggungan keluarga
(belum menikah, belum bekerja, dan masih melanjutkan pendidikan
formal). PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan keluarganya
yang sesuai dengan Kartu Keluarga. Sementara PBI adalah peserta yang
tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, dimana iuran mereka
dibayarkan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

Kepesertaan JKN juga dibagi berdasarkan kelas perawatan.
Terdapat 3 kelas perawatan JKN, yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3.
Ketiga kelas tersebut dibedakan berdasarkan kelas ruang rawat inap
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~wng didapatkan apabila peserta memerlukan perawatan kesehatan
 “KRTL. Perbedaan ruang rawat ini diikuti pula dengan perbedaan
~w2n yang harus dibayarkan. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan
+as perawatan ini hanya memiliki perbedaan manfaat dalam ruang
~wat inap saja, manfaat-manfaat kesehatan lain seperti pemeriksaan
~«ter, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan yang didapat sama
iara peserta kelas 1, 2 dan 3. Diberlakukannya perbedaan kelas rawat
. dilakukan sesuai prinsip kegotongroyongan dari JKN, dimana selain
~=2n peserta yang sehat digunakan untuk membantu pelayanan
~serta yang sakit, iuran peserta yang mampu untuk membayar iuran

= as 1 digunakan untuk membantu pembiayaan peserta kelas 2 dan 3.

BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menarik iuran setiap
“an dari seluruh peserta, baik yang membayar mandiri ataupun yang
“ianggung oleh perusahaan atau pemerintah, sesuai dengan kelas
“erawatannya. Iuran wajib tersebut merupakan sumber utama Dana
“minan Sosial (DJS) Kesehatan. DJS Kesehatan kemudian digunakan
~wtuk membayarkan manfaat kesehatan yang diterima oleh peserta.

BPjSKesehatandidelegasikan oleh pemerintah untuk melaksanakan
~ .minan kesehatan berupa program Jaminan Kesehatan Nasional
¥N). Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan
“anfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang
vomprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai
“=ngan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang
“bayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan.
‘anfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas
serawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien
“wukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai
“=xomendasi dokter.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
=ntang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
“enjelaskan bahwa ada beberapa fasilitas dan pelayanan kesehatan

ang dijamin dan yang tidak dijamin oleh BPJS kesehatan. Fasilitas
r=sehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta
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JKN terdiri atas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

FKTP terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter
praktik dokter gigi, Klinik Pratama atau yang setara, serta Rumah Sak:
Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara FKRTL terdiri dari klinis
utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus
Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non-
spesialistik yang meliputi: 1)Administrasi pelayanan; 2)Pelayanan
promotif dan preventif; 3)Pemeriksanaan, pengobatan, dan konsultas
medis; 4)Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-
operatif; 5)Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6)Transfus:
darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7)Pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8)Rawat inap tingkat
pertama sesuai dengan indikasi medis. FKRTL terdiri dari klinik utama
atau yang setara, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus
Pelayanan kesehatan dj FKRTL yang dijamin mencakup: 1) Administras:
pelayanan; 2)Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasj spesialistik
oleh dokter spesialis dan subspesialis; 3)Tindakan medis spesialistik
baik bedah maupun non-bedah sesuaij dengan indikasi medis; 4
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5)Pelayanan penunjang
diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6) Rehabilitas:
medis; 7)Pelayanan darah; 8)Pelayanan kedokteran forensik klinik; o
Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal
di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah); 10) Perawatan inap
non-intensif; 11)Perawatan inap di ruang intensif; dan 12) Akupunktur
medis.

Manfaat yang tidak ditanggung oleh JKN antara lain a. Pelayanan
kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berlaku; b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan
di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
kecuali dalam keadaan darurat; c. Pelayanan kesehatan yang telah
dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit
atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan
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eratakan gigi (ortodonsi);
nyakiti diri sendiri, atay

, kejadian luar biasa/wabah; o.
vz pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat

. =2ah (preventable adverse events);. Yang dimaksudkan Preventable
~=Ise events adalah cedera yang be

i rmasuk kesalahan terapi dan
Bagnosis, ketidaklayakan alat dan
~wmplikasi penyakit terkait.

* Peran BPJS Kesehatan dalam Pandemi COVID-19
COVID-

* World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Accessed in Jan 18" 2021, https:/ (covid19.who.intz
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Pada tanggal 3; Desember 2019, WHO China Country Office me.
laporkan kasus bneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kot
Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Chinz

diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virys penyebab COVID-1¢
ini dinamakan SARS—CoV—z, dikarenakan virus tersebut satu famil

_—

669 Catrin Sohrabj et al. World Henlth Organization declares global emergency: A revi
the 2019 novel coronavirus (CO VID-19). International journal of surgery (Lond
England) vol. 76 (2020): page 72. doi:lO.1016/)’.1'}'511.2020402.034

670 Aditya Susilo et al. Coronavirus Disegse 2019 : Tinjauan Literatur Terkin;. Jurn
Penyakit Dalam Indonesia Vol 7 No 1 2020. Hal 45
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Grafik 1. Grafik kasus terkonfirmasi COVID-19, pasien sembuh, dan
pasien meninggal akibat COVID-19 di Indonesia hingga 17 Januari 202157

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia men-
jadi sumber transmisi utama. Transmisi COVID-19 terutama terjadi
melalui sekresi air liur dan secret saluran pernafasan atau disebut juga
dengan droplet. Droplet ini keluar dari tubuh seseorang yang terinfeksi
COVID-19 dengan berbagai cara, seperti batuk, bersin, dan aktivitas
normal lain seperti berbicara dan menyanyi. Sebuah penelitian juga
menyebutkan bahwa droplet juga dapat menyebar pada orang yang
sedang merokok. Droplet-droplet ini dapat terkena langsung pada
orang lain yang melakukan kontak erat (berjarak kurang dari 1 meter),
dimana droplet dapat mencapai hidung, mulut dan mata orang tersebut
dan menyebabkan infeksi.

Tidak hanya melalui transmisi langsung antara karier dengan orang
lain, SARS-CoV-2 dilaporkan juga dapat bertahan hidup pada benda
mati. Eksperimen yang dilakukan van Doremalen, dkk.*” menunjukkan
SARS-CoV-2 lebih stabil pada bahan plastik dan stainless steel (>72
jam) dibandingkan tembaga (4 jam) dan kardus (24 jam). Pada kondisi
seperti ini, virus dapat menyebar melalui sentuhan pada benda mati

671 Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peta Sebaran COVID-19. Diakses tanggal 18
Januari 2021. https:// covid19.go.id / peta-sebaran-covid19
672 van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A,

Williamson BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with
SARS-CoV-1. N Engl ] Med. 2020. DOI: 10.1056 /NEJMc2004973. Page 1
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yang terpajan virus, dimana tangan yang menyentuh benda tersebu:
kemudian menyentuh bagian rentan pada tubuh. Penelitian yang sama
juga menyebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat bertahan di udarz
dalam kondisi aerosol hingga 3 jam.

Prinsip dasar upaya penanggulangan COVID-19 bertumpu pada pe-
nemuan kasus suspek/probable (find), dilanjutkan dengan upaya untuk
isolasi (isolate) dan pemeriksaan laboratorium (test), dan dilanjutkan
dengan pelacakan (trace) apabila ditemukan kasus probable atau
konfirmasi. 67

Penemuan kasus dilakukan di pintu masuk dan wilayah. Pe-
nemuan kasus di pintu masuk, baik melalui Pelabuhan udara, laut
maupun daerah perbatasan, dilakukan dengan cara melakukan peme-
riksaan kesehatan berupa pengukuran suhu dengan thermal scanner
dan pengecekan dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan ini, ber-
dasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan®®, berupa hasil pe-
meriksaan RT-PCR atau Rapid Test Antigen dengan hasil negative atau
non reaktif paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu,
penumpang kapal yang melakukan perjalanan dari atau ke Pulau Bali
dan penumpang pesawat terbang baik dalam maupun luar negeri serta
pengisian Health Alert Card (eHAC).

Isolasi menjadi poin kedua dalam penanggulangan COVID-1q.
Isolasi sendiri merupakan upaya memisahkan individu yang sakit,
baik yang sudah dikonfirmasi atau memiliki gejala COVID-19 dengan
masyarakat demi mencegah penularan. Isolasi dilakukan sejak sese-

orang dinyatakan kasus suspek COVID-19, bukan setelah pasien

673 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/
MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease (COVID-19)

674 Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat Dalam Masapandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal 3-4
Periksa juga Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut
Dalam Masapandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal 2
Periksa juga Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara
Dalam Masapandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) Hal 3
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wonfirmasi secara laboratorium. Proses isolasi dihentikan apabila
rzsus suspek didapatkan hasil negatif pada pemeriksaan RT-PCR
20anyak 2 kali dalam 2 hari berturut-turut dengan selang >24 jam.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan bagi seluruh kasus suspek.
“2da tahap ini, pemeriksaan yang dilakukan harus berupa pemeriksaan
“2gnostic yang diakui yaitu RT-PCR, sementara Rapid Test Antigen
22nya dilakukan pada tahap penemuan. RT-PCR membutuhkan waktu
“=berapa hari untuk mengetahui hasilnya, selama menunggu hasil
. #T-PCR kasus suspek dilakukan isolasi dan pemantauan oleh petugas
s=sehatan. Apabila hasil laboratorium menunjukkan positif COVID-19
mazka pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi.

Pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 tidak semuanya me-
merlukan perawatan. Pasien konfirmasi yang tidak memiliki gejala,
#=iala ringan atau sedang dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah

1 3

sesuai indikasi medis dan tidak perlu menjalani pemeriksaan RT-PCR
“ang. Pasien dinyatakan telah selesai isolasi apabila telah selesai
melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, dimana pasien yang me-
miliki gejala minimal telah melewati 3 hari tanpa gejala sebelum di-
myatakan selesai isolasi. Sementara, pasien dengan gejala berat atau
writs dilakukan perawatan oleh FKRTL sesuai indikasi, dan dilakukan
semeriksaan RT-PCR ulang setelah tidak ada gejala. Dalam hal pasien
confirmasi meninggal dunia, pemulasaran jenazah harus dilakukan
s=suai protokol pemulasaran jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

Tahap selanjutnya yang penting untuk dilakukan adalah pelacakan
ontak erat. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak
Zengan pasien probable atau pasien konfirmasi COVID-19 2 hari sebelum
22n14 hari sesudah muncul gejala atau dilakukan pengambilan sampel.
fontak disebut erat apabila seseorang bertatap muka dalam jarak 1
meter selama 15 menit atau lebih, melakukan sentuhan fisik langsung,
serta petugas kesehatan yang melayani pasien tanpa APD yang sesuai
standar. Seluruh kontak erat yang ditemukan kemudian diharuskan
melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selama 14 hari karantina
mandiri, kontak erat yang bergejala dipantau oleh petugas kesehatan
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terdekat, dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar ba £
masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek. Dampak kesehatan secar=
langsung dari pandemic COVID-19 di Indonesia terlihat dari tingginya
angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19, dimana sebanyak
26.826 orang meninggal dunia atau sebesar 2,92% dari jumlah kasus
konfirmasi. Rumah sakit rujukan COVID-19 juga mengalami kesulitan
untuk menampung jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat.

Sementara dampak tidak langsung dari pandemic COVID-12
terutama diakibatkan dari kebijakan yang diambil dalam rangka pen-
cegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan untuk mengurangi mobilitas
pendudukberdampakbesarterhadap pendapatan masyarakat, terutams
pada bidang pariwisata dan transportasi. Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) juga banyak terjadi akibat kondisi perekonomian yang
melemah. Biaya kesehatan menjadi salah satu beban yang dirasakan
oleh masyarakat. Biaya pelayanan kesehatan yang perlu dikeluarkar
terutama adalah biaya pemeriksaan laboratorium dan biaya perawatar
bagi pasien yang menderita COVID-19.

Pemeriksaan RT-PCR merupakan pemeriksaan baku emas dar
harus dilakukan untuk mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-12
Biaya pemeriksaan RT-PCR diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderz
Pelayanan Kesehatan Nomor, dimana besaran tarif tertinggi ditetapkar
sebesar Rp. 900.000 bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaar
atas inisiatif sendiri. Fasilitas kesehatan yang mendapat bantuan da:
pemerintah memasang harga yang lebih murah.

Pemeriksaan RT-PCR tidak hanya dilakukan atas inisiatif sendir
tetapi juga dilakukan pada saat contact tracing. Seluruh warga yans
memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmas
tersebut dilakukan wawancara dan pemeriksaan kesehatan. Kontzl
erat yang memiliki gejala yang mengarah pada infeksi COVID-1g, sepert
demam, batuk dan sesak nafas perlu dilakukan pemeriksaan RT-PCR

Rapid Test Antigen Biaya pemeriksaan Rapid Test Antigen diatus
dalam Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan, dimana besaran tar*
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“ggl ditetapkan sebesar Rp. 250.000 untuk pemeriksaan di Pulau
% 2an sebesar Rp. 275.000 di luar Pulau Jawa. Besaran tarif maksimal

“xan bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan Rapid Test
~2en atas inisiatif sendiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Biaya
.= Test Antigen pada fasilitas kesehatan yang mendapat hibah atau

2an alat dari pemerintah umumnya mematok harga yang jauh
2 murah.

~asil pengamatan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di
‘arang, baik laboratorium klinik dan rumah sakit swasta, mematok
2 tidak mencapai besaran tarif tertinggi. Harga pemeriksaan RT-
serkisar di harga Rp. 750.000, sementara harga pemeriksaan Rapid

“ntigen sebesar Rp. 170.000. Untuk pemeriksaan RT-PCR, salah satu
20 sakit pemerintah di Semarang menanggung biaya pemeriksaan
“_R bagi kontak erat yang diperiksa dan ditemukan positif.

| Berbeda denganRT-PCR, Rapid Test Antigensepenuhnyadibebankan
pod2 masyarakat. Hanya pemeriksaan Rapid Test Antigen massal
¢ dilakukan pemerintah secara insidental, yang tidak memungut
i=. Hal ini dikarenakan Rapid Test Antigen adalah pemeriksaan
"¢ Dersifat screening, bukan sebuah alat diagnosis. Pemeriksaan
sening ditujukan untuk memilih masyarakat yang benar-benar perlu
prukan RT-PCR. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan
~eriksaan RT-PCR di laboratorium-laboratorium terkait yang dapat

“yebabkan hasil pemeriksaan RT-PCR membutuhkan waktu yang
=

“emeriksaan laboratorium, seperti yang telah penulis utarakan,
mbutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bagi masyarakat yang
~m terkonfirmasi COVID-19. Hal ini dikarenakan pemeriksaan
& Test Antigen dan PCR Swab Test menjadi persyaratan yang
s dilakukan bagi masyarakat yang hendak bepergian ke luar
rah, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi umum.
2ai Surat Edaran Kementerian Perhubungan, hasil pemeriksaan
sratorium tersebut hanya berlaku 3xX24jam sebelum keberangkatan.
‘i menyebabkan masyarakat, terutama yang sering menggunakan
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transportasi umum untuk keperluan kerja, harus mengeluarkan biz
tambahan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium setiap henca
melakukan perjalanan.

Perawatan bagi pasien yang menderita COVID-19 juga meniz:
beban biaya yang harus diterima masyarakat. Pasien yang terinfex
COVID-19 memerlukan ruang rawat isolasi dengan tekanan uda-
negative untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasien juga haru
dirawat dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana pasien yams
sudah mengalami perbaikan gejala harus dilakukan pemeriksaan RT-
PCR ulang pada hari ke-7, dan baru diperbolehkan keluar dari ruang
isolasi minimal 3 hari setelah hasil RT-PCR menunjukkan negative
dan tidak menunjukkan gejala. Hal ini menimbulkan jumlah biayz
perawatan yang membengkak, baik dari ruang perawatan serta obat-
obat yang diberikan selama dirawat.

BPJSKesehatan sebagaibadanyang didelegasikan pemerintah untus
menjalankan jaminan kesehatan melaksanakan program JKN untus
mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyaraka:
Sistem JKN memberikan manfaat kepada peserta berupa pembayaras
klaim perawatan kesehatan dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Turas
dari seluruh peserta, baik dari peserta mandiri atau bantuan iuran dar
pemerintah, menjadi sumber dana utama DJS Kesehatan. kemudizs
dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.

Program JKN semestinya dapat membantu meringankan bebar
biaya kesehatan yang diterima masyarakat, terutama seiring me-
ningkatnya biaya pelayanan kesehatan akibat pandemic COVID1g9. Akar
tetapi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program JKN, pelayanar
kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luas
biasa atau wabah tidak menjadi manfaat yang dapat diterima ole®
peserta JKN. Dalam hal COVID-19, biaya pelayanan kesehatan terka::
COVID-19 ditanggung langsung oleh pemerintah melalui Menter
Kesehatan.

Meskipun program JKN tidak berperan terhadap pandem:i:
COVID-19, BPJS Kesehatan tetap memiliki andil dalam pemenuhan pe-
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“vanan kesehatan selama COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan
~omor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim
“enggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

“sease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan bertugas
“2iam melakukan pengelolaan dan verifikasi klaim dari rumah sakit.

“2g1 Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus

“engelolaan dan verifikasi klaim dari rumah sakit ini dilakukan dengan
~+*¢M yang serupa dengan mekanisme pembayaran klaim JKN di
“¥RTL yaitu INA-CBGs.

£ Simpulan

Peran BPJS dalam mewujudkan pelayanan Kesehaitan, bagi masya-
rakatadalah mewujudkan hak atas pelayanan Kesehatan yangharus
diterima oleh masyarakat, karena BPJS merupakan penyelenggara
jaminan sosial yang dilaksanakan oleh 4 BUMN yaitu JAMSOSTEK,
TASPEN, ASABRI dan ASKES. Dalam melaksanakan tugasnya BPJS
melaksakanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh
warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang telah
didaftarkan sebagai peserta JKN. Berdasarkan Permenkes no 28
tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Ke-
sehatan Nasional, fasilitas Kesehatan untuk peserta JKN terdiri dari
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdiri dari Puskesmas
atau yang setara dan praktek dokter/dokter gigi di klinik pratama
serta rumah sakit kelas D Pratama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL) terdiri dari RSU dan Rumah Sakit Khusus.

Peran BPJS pada Pandemi COVID-19, sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Program JKN, pelayanan kesehatan akibat bencana
pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak
menjadi manfaat yang dapat diterima oleh peserta JKN. Dalam hal
COVID-19, biaya pelayanan kesehatan terkait COVID-19 ditanggung
langsung oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Meskipun
program JKN tidak berperan terhadap pandemic COVID-1g, BPJS
Kesehatan tetap memiliki andil dalam pemenuhan pelayanan
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kesehatan selama COVID-1g. Keputusan Menteri Kesehat:
Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Kz =
Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerg =
Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanas
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa Br -
Kesehatan bertugas dalam melakukan pengelolaan dan verifiks

klaim dari rumah sakit.
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